BAB II

(Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan)

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak,
dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan
ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.'

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan, perkawinan menurut
hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidzan) untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan
pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. >

' Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
2007), 8.

? Kompilasi Hukum Islam (KHI)

? Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan: "Perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan
bahwa: “"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu . Dalam ayat (2) pasal 2 dijelaskan:
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perspektif fikih munakahat, pernikahan merupakan bagian
integral dari syari'at Islam. Pernikahan diatur melalui aturan-aturan hukum
Islam. Pernikahan memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah
menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat
perkawinan yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan itu sendiri. *

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang rukun-rukun nikah,
yakni dalam Pasal 14 yang berbunyi:> “Untuk melaksanakan perkawinan harus
ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul”.

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak

‘H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, Terj, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30-31.
> Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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dijelaskan, namun dalam undang-undang Perkawinan dijelaskan mengenai

syarat-syarat perkawinan yakni dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.

C. Pengertian Wali

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena
orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak
memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak
atas harta atau atas dirinya. Sedangkan pengertian wali dalam pernikahan
adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu

akad nikah.®

D. Syarat-Syarat Wali

Mengenai syarat-syarat wali, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
dalam Pasal 20 ayat (1) : "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang

laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.
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Dalam hukum Islam, orang-orang yang dapat menjadi wali nikah harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:’

1.  Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atu orang gila
tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang

yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi:
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Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya al-
Quthaiyyu al-Bashriyyu, telah menceritakan kepadaku Bisyri bin Umara,
telah menceritakan kepadaku Hammam dari Qotadata dari al-Hasan al-
Bashriyyu dari Ali, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ”Diangkatlah
galam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur
sampai ia bangun, seorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang
gila sampai ia sehat”.

2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis

Nabi dari Abu Hurairah:
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7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 76-78.
8 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, al-Jami’ al-Shahih Wahuwa Sunan al-Tirmidzi, Juz 4,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 24.
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Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Jamil bin al-Hasan al-

Atakiyyu, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Marwan al-

Ugqaliyyu, telah menceritakan kepadaku Hisam bin Hassan dari

Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairata, Abu Hurairata berkata,

Rasulullah saw bersabda ‘“Perempuan tidak boleh mengawinkan

perempuan lain dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya

sendiri. Maka sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang
mengawinkan dirinya sendiri”.

3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali nikah

untuk muslim. Sesuai dengan firman Allah SWT:
3 G o S5 Ul e bl 035 e el 1AS0) D3R B
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Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir

menjadi wali dengan meninggalkan orang muslim. Barang siapa berbuat
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. (QS Ali ‘Imran [3]
- 28).10

4.  Merdeka

5. Tidak berada dalam pengampuan (mahjur ‘alaihi). Alasannya ialah
bahwa orang yang berada di bawah ppengampuan tidak dapat berbuat
hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu
tindakan hukum.

6. Berpikiran baik (agi/). Orang yang terganggu pikirannya karena

ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan

mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

? Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 606.

' Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, (Jakarta,
1971), 80.
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7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering
terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah (sopan santun).
8.  Tidak sedang melakukan 7Aram, untuk haji maupun umrah. Hal ini

berdasarkan hadis Nabi:
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Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Yahya
bin Yahya berkata saya membaca hadis di hadapan Imam Malik dari
Nafi’ dari Nubaih bin Wahbin bahwasannya Umar bin Ubaidillah
menghendaki mengawinkan Thalhah bin Amar dengan anak perempuan
Syaibah bin Jubair, maka Umar menyuruhku untuk menemui Aban bin
Utsman yang menghadiri perkawinan tersebut. Aban adalah pimpinan
haji, maka Aban berkata, saya mendengar Utsman bin Affan berkata,
Rasulullah saw bersabda “Orang yang sedang ihram tidak boleh
menikahkan orang lain dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang

dan tidak boleh melamar atau dilamar”."'

E. Macam-Macam Wali

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan macam-
macam wali nikah yaitu: "Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali

hakim”.

" Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawiyyi al-Damisyqi, Syarah Shahih Muslim, Juz 9,
(Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyabh, tt), 190.
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Dalam hukum Islam, wali bagi seorang perempuan yang akan menikah
itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu:
1.  Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan
calon pengantin perempuan. Yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek,
saudara laki-laki sekandung, sebapak, paman beserta keturunannya menurut
garis patrilinial."?
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan mengenai
urutan wali nasab, yaitu:
“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama,
kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari
pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok
saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan
laki-laki mereka”.
2. Wali Hakim
Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam
bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen
Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada

halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang

calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik

"2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 52.
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melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat
ditempuh."

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah
pihak (calon suami dan calon isteri). Wali hakim harus mempunyai ilmu
pengetahuan yang sama dengan god/i. Pengertian wali hakim ini termasuk

gadli di Pengadilan. Rasulullah SAW bersabda:'*
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Artinya: ”Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib, telah menceritakan
kepadaku Abdullah bin al-Mubarak dari hajjaj dari al-Zuhriyyi dari Urwata dari
Aisyah dari Nabi saw, dan dari Ikrimata dari ibni Abbas. Mereka berdua
berkata, rasulullah saw bersabda “tidak sah pernbikahan tanpa adanya seorang
wali”. Dalam hadis Aisyah “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi
seseorang yang tidak ada walinya”."’

Orang-orang yang diberi hak untuk menjadi wali hakim adalah: kepala
pemerintahan (al-sultan), pemimpin (khalifah), penguasa (rais) atau qadli
nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita

yang tidak mempunyai wali. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka

" Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 65.

14 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 52.

!5 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 605
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wali hakim dapat diangkat dari orang-orang yang terkemuka di daerah tempat
perempuan tinggal atau orang-orang ‘alim.'®

Untuk ketentuan diangkatnya wali hakim ini dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2):

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.

3.  Wali Hakam

Wali hakam adalah seseorang yang bertindak sebagai wali nikah yang
masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab,
tidak mempunyai hubungan darah patrilinial dengan perempuan tersebut tetapi
dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali
perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak
perempuan dan dapat pula dari keluarga pihak ibunya."’
4.  Wali Muhakam

Muhakam adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan yang

akan menikah dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai

pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.

Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah,

' Slamet Abidin, Figih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.
"7 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 66.
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untuk lancar sempurnanya perkawinan, seyogyanyalah dipilih seseorang lain
untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yang

mensyaratkan adanya wali nikah.'®

F. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan
tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu
ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama
secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan
sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula
sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan
tersebut.'”

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam
persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah
bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU
Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang
yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang
demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini

mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan

'8Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 66.
' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 69.
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orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4),
(5), dan (6).”°

Namun meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah
satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung
wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:
“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa
dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh.....”.

Bagian ketiga KHI membahas mengenai wali nikah yang dijelaskan
dalam Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Para ulama yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sah

perkawinan mempunyai dasar, di antaranya:
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Artinya: Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul
Malik bin Abi al-Syawarib, telah menceritakan kepadaku Abu Awanata, telah
menceritakan kepadaku Abu Ishaq al-Mahdaniyyu, dari Abi Burdata, dari Abi
Musa. Abi Musa berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tidak sah pernikahan
tanpa adanya seorang wali”.*'

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 79.
2! Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 605.
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G. Kawin Wanita Hamil Sebab Zina

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yang
diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama
Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan
wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu
wanita itu melahirkan, tidak diperlukan perkawinan ulang. Jika anak tersebut
lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.*

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil,
maka sah akad nikah kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina
kepadanya. Begitu juga ketika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka
dia boleh dinikahi. Akan tetapi tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya.
Berdasarkan dalil-dalil berikut:*

1.  Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam para perempuan yang
haram dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman

Allah SWT:

508 20 s

22 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 81.
# Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 145.
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Artinya: “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”. (QS.
Al-Nisa’ [4] : 24).*

2. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa
perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab.

Abu Yusuf dan Zufar berpendapat, tidak boleh melaksanakan akad
terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan =zina, karena
kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan akad,
sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab. Maksudnya,
sebagaimana tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil
yang bukan karena hubungan zina, maka tidak sah dilaksanakan akad terhadap

perempuan yang hamil akibat perbuatan zina.”

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap
perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina
dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa 3 (tiga) bulan. Jika dilaksanakan
akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad
pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik

muncul kehamilan atau tidak. *°

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina dapat saja

dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami isteri

* Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, (Jakarta,
1971), 121.
25 Wahbah Az-Zuvhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 145.
26 11
Ibid
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dengan segala akibat hukumnya. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu
dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya,
demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah
dari suami isteri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang

menghamili wanita tersebut.”’” Untuk pendapat mazhab hanbali mengenai

perkawinan wanita hamil sebab zina penulis tidak menemukan.

H. Nasab

1.  Pengertian Nasab

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang
menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.
Disyari’atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut
Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status
yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan
tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu
statusnya menjadi tidak jelas, hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai

bapak.”®

27 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 93.
¥ Slamet Abidin, H. Aminuddin, Figih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.
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Dalam halnya dengan keturunan darah, maka semua anak dibangsakan
kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan pada firman allah

swt dalam surat al-ahzab [33] ayat 5:%

L0 4 9% z °
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Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah....(QS. Al-
Ahzab [33] : 5).%°

Menurut agama Islam, bahwa istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan
anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan ijab
Kabul. Andaikata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka anak
ini dinamakan anak yang sah. Akan tetapi, kalau anak itu lahir bukan dari
pernikahan yang sah, maka anak itu disebut anak hasil zina atau anak tidak
sah.’!

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 dijelaskan bahwa “anak
yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar dan dilahirkan oleh isteri
tersebut”. Dan dalam Pasal 100 KHI dijelaskan bahwa “anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya”.*?

¥ Slamet Abidin, H. Aminuddin, Figih Munakahat 2, 159.

3% Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 667.
31 Slamet Abidin, H. Aminuddin, Figih Munakahat 2, 159.

** KHI Pasal 99 dan 100.
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Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga
dijelaskan tentang pengertian anak yang sah, yaitu dalam Pasal 42 “anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah. Dan dalam Pasal 43 ayat (1) dijelaskan “anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”.*?

Dalam pandangan hukum Islam, ada 4 (empat) syarat supaya nasab anak
dianggap sah, yaitu, pertama, kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang
mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak
mensyaratkan seperti ini, menurut beliau, meskipun suami isteri tidak
melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang
dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Kedua, tenggang
waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 (enam)
bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi 7jma’ para pakar
hukum Islam (fiigaha’) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Ketiga,
anak yang lahir ini terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga /i’an. Jika

seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah

kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi

33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara
li‘an™*
2. Batas Minimal Kehamilan

Seluruh mazhab figh, baik Sunni maupun Syi’i, sepakat bahwa batas
minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab surat al-Ahgaf [46] ayat 15
menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh

bulan, yaitu:>>

Artinya: ”....Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
bulan”..... (QS. al-Ahqaf [46] : 15).*°

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat
Lugman [31] ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun

penuh:®’

Artinya: ”...dan menyapihnya dalam dua tahun.....(QS. Lugman [31]:
14).%®

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan,

maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.

3% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 79.

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab Edisi Lengkap, (Jakarta: PT Lentera
Basritama, 1996), 385.

36 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 824.

*” Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab Edisi Lengkap, 385.

3 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 654.
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Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum
Perancis pun mengambil pendapat serupa ini.*
3.  Batas Maksimal Kehamilan

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua
tahun, berdasar hadis Aisyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang
wanita tidak akan melebihi dua tahun.*’

Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwasannya masa kehamilan
maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini
menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri ‘Ajlan hamil selama
empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat

tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula.*!

1 Tajdid al-Nikah

1. Pengertian 7ajdid al-Nikah

Tajdid al-Nikah terdiri dari dua kata, yakni tajdid, dan al-nikah. Secara
etimologi, kata tajdid berasal dari kata jaddada-yujaddidu-tajdidan yang
artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbarui
nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara’,

kemudian dengan maksud sebagai i7Atiyat (kehati-hatian) dan membuat

** Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab Edisi Lengkap, 386.
40 1.5

Ibid, 387.
*! Ibid, 387-388
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kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih.*
Sedangkan kata a/-nikah itu berasal dari kata nakaha-yankihu-nikahan yang
berarti nikah.*’ Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk
mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan
hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan
keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara
yang diridhoi oleh Allah Swt.**

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian dari tajdid al-nikah
yaitu memperbaruitali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami
pergeseran dari tujuan pernikahan dan merupaka sikap kehati-hatian
dikhawatirkan terucap kata talak selama membina rumah tangga yang tidak
disengaja.

2.  Hukum T7ajdid al-Nikah

Tajdid al-nikah (memperbarui nikah) dan yang lebih dikenal dengan
istilah mbangun (membangun) nikah serta dalam bahasa jawa sering disebut
dengan istilah nganyari nikah, sama sekali tidak diketemukan dasar hukumnya,
baik dari al-Qur’an maupun al-Sunnah. Namun para ulama memberikan

penjelasan mengenai hukum dari zajdid al-nikah.

2 http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2012/01/tajdid-nikah.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 25
November 2015

# http://tajdidunnikah.blogspot.co.id/2011/06/tajdiidun-nikah_20.html?m=1. Diakses Pada Tanggal
25 November 2015

*Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, 8.
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Dalam kitab Syarhu Al-Minhaj Li Syihab Ibni Hajar. Juz 4 hal. 291
dijelaskan :
Y5 o B actad clagly Gpy S30Y S 06 wle 53 Je o3 atins 52 0
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Artinya: ”Sesungguhnya kemurnian kesepakatan suami atas bentuk akad
nikah yang kedua bukan merupakan pengakuan habisnya menjaga pernikahan
yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu
jelas, karena hal itu (yang dilakukan suami) murni untuk memperbarui nikah
oleh suami untuk memperindah atau berhati-hati.*

Terdapat suatu kepercayaan di Jawa bahwa jika dari suatu perkawinan
tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si isteri harus
memperbaharui perkawinannya (mbangun nikah) dengan harapan agar supaya
dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.*
Terkait dengan masalah zajdid al-nikah.

Menurut Ibnu Munir, beliau beliau memberikan suatu hukum dari zajdid
al-nikah adalah boleh, karena mengulang lafad akad nikah dalam nikah yang
kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan dengan
argumen t Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, menyatakan bahwa menurut

jumhur ulama bahwa tajdid al-nikah tidak merusak akad yang pertama. Dan

beliau juga menambahkan perkataan bahwa yang shahih di kalangan ulama

* Hadza Min Ziyadati Kumpulan Ibarat, (Kediri: Jam’iyyah Musyawarah Riyadlotul Tholabah, Tt),

176.

Al Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Bina Aksara,
1986), 95.
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syafi’iyyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak
mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana menurut pendapat Jumhur
Ulama.”’

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul Bughyah
Al-Mustarsyidin, memberikan pemaknaan tentang fajdid al-nikah adalah

sebagai berikut :

-
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Artinya : Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan
tidak ada kesepadanan dengan kerelaam orang-orang yang ada di tingkatnya,
kemudian suami mencela isterinya dan isterinya menghendaki tajdid dari
suminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat
dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya. Dan yang menyamainya adalah
godli (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbarui dengan orang
yang diridahai oleh wali. Namun gad/i adalah yang lebih utama untuk
mencegah daripada para wali.*®

Dari pendapat Sayyid Abdurrahman di atas dapat dipahami bahwa
hukum dari tajdid al-nikah adalah boleh, akan tetapi untuk lebih baiknya
adalah tidak melaksanakan tajdid al-nikah. pelaksanaan tajdid al-nikah
diperbolehkan dilakukan dengan syarat harus adanya kerelaan dari suami

maupun isteri.

7 Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqolani, Fathul Barry Juz XII, (Syarah Shohih Al-Bukhari), (Beirut:
Dar Al-Fikri, 1780), 199.

* Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, Bughya Al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar Al-
Haya’, Tt), 209.
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Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang Perkawinan tidak

menjelaskannya.

J.  Pernikahan Yang Batal

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan
seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan
oleh syara’. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak
sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun
perkawinan.*

Dalam masalah kriteria pernikahan yang batal, terjadi beberapa pendapat
di antara beberapa ulama, yaitu:

1.  Pendapat Ulama Hanafiyah

Pernikahan yang rusak atau tidak sah menurut ulama Hanafiyah adalah
yang tidak memenuhi salah satu syarat sah dan rukun nikah. Macam-
macamnya di antaranya adalah nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikah lima
orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan
saudarinya, dan lain-lain.”

Hukum pernikahan yang tidak sah (bati/) ini adalah bahwa pernikahan

itu tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh

* Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2010), 195.
" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 106.
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pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak dihalalkan menggauli si
perempuan, serta tidak wajib membayar mahar dan memberi nafkah. Jika
terjadi hubungan intim, maka hakim berhak memisahkan keduanya secara
paksa, tidak ada masa %ddah setelah berpisahnya seperti halnya pernikahan
yang mauquf(ditunda) sebelum dapat persetujuan.’’
2. Pendapat Ulama Malikiyah
Menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau pun cacat
adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun
atau syarat sahnya nikah, seperti menikahi salah satu mahram dari satu
keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau ikatan besanan, nikah mut’ah
(kontrak), menikahi istri yang kelima.>
Hukum-hukum yang ada dalam pernikahan yang rusak dan tidak sah
adalah sebagai berikut:>
a.  Diharamkan dan wajib untuk membatalkannya langsung, demi
menghindari perbuatan maksiat
b.  Tetapnya hubungan kemahraman musaharah (ikatan besanan)
c.  Seorang wanita diwajibkan ber-‘7ddah jika suaminya telah
berhubungan intim dengannya atau berduaan yang berkemungkinan

besar mereka berhubungan intim, kemudian akadnya difasakh

S bid,

52 1bid

109.

> Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 109-112.
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(dibatalkan) baik akad itu disepakati atau diperselisihkan
kecacatannya. Masa “%ddaimnya dimulai sejak mereka dipisahkan
setelah fasakh.

3.  Pendapat Ulama Syafi’iyah

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya.
Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak
sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum,
ulama syafi’iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari
kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-
konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya
mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab musaharah (besanan),
penetapan nasab dan ‘iddah.>*

Seorang wanita yg dinikah dengan pernikahan yang rusak (7asid) itu
tidak boleh dinikahkan dengan orang selain suaminya sampai suaminya
tersebut mentalak atau men7fasakh perempuan tersebut. Ketika suami tersebut
tidak mau mentalak perempuan tersebut, maka hakim yang akan men/fasakh
pernikahannya tersebut.>

4.  Pendapat Ulama Hanabilah

>* Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 114.
>> Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Qudamah, A/-Mughni Fi Al-Figh Al-Imam Ahmad Bin
Hanbal Al-Syaibani, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 9.
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Mazhab Hanabilah berpendapat pernikahan yang rusak atau pernikahan
yang tidak sah itu ada empat, yaitu nikah syighar, nikah muhallil, nikah
mut’ah dan nikah mu’allag. Di antara pernikahan yang tidak sah adalah
pernikahan perempuan yang bersuami atau yang masih ada di dalam masa
‘iddah, atau yang semisalnya. Jika pasangan suami isteri itu mengetahui
pengharaman nikah ini berarti keduanya telah berzina, keduanya harus dikenai
hukuman /ad dan nasab anak tidak dinisbatkan kepada suami.™

Sedangkan pernikahan yang masih diperselisihkan kebolehannya, seperti
nikah tanpa saksi atau wali, maka tidak wajib diberi Aad, baik hal itu diyakini
halal atau haramnya. Itu dikarenakan masalah ini masih diperselisihkan
kebolehannya. Demikian juga karena Aad dapat ditolak dengan dengan adanya
hal-hal yang masih syubhat (samar). Dan perselisihan hukum dalam masalah

ini merupakan syubhat yang paling besar.’’

K. Pembatalan Nikah

Telah dijelaskan di atas, bahwasanya pernikahan yang tidak memenuhi
salah satu syarat atau rukun pernikahan, maka pernikahan tersebut harus

dibatalkan.

56 Wahbah Az-Zuvhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 116-117.
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 117.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dijelaskan bahwasannya suatu

perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1.

2.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
isteri pria lain yang mafqud

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam %ddah dari suami lain
Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidak berhak

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dijelaskan

bahwasannya: ~Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’.

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat

yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka

untuk memungkinkan atau menghalangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh

kedua pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh

pihak-pihak kepada pengadilan daerah hukum yang meliputi tempat
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berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak
suami atau isteri.”®

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang
dapat mengajukan pembatalah perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri

2. Suami atau isteri

3.  Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan

4.  Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) undang-undang ini dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung
terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian ia putus.

Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2)
Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut....

Pisahnya seorang suami dan isteri akibat fasakh (pembatalan
perkawinan) berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab pisahnya suami
isteri karena talak itu dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak
isterinya dengan talak raj’, lalu rujuk lagi di waktu ‘“ddafnya, atau akad lagi

sehabis ‘iddaimya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali

% Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Isiam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 177-178.
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talak. Sedangkan pisahnya suami isteri karena fasakh itu tidak dihitung satu
kali talak. Misalnya apabila terjadi fasakh karena khiyar baligh, kemudian
kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami
tetap punya kesempatan tiga kali talak.”

Dalam kitab hashiyah al-bujayramiy ‘ala sharhi manhaj al-tullab
dijelaskan bahwa pernikahan itu mejadi batal dengan adanya bukti tidak
terpenuhinya salah satu syarat atau rukun nikah, atau dengan sepengetahuan
hakim, atau dengan adanya pengakuan dari suami isteri tentang hal yang
mencegah keabsahan nikah seperti fasiqnya saksi. Jika seorang suami
mengakui adanya sesuatu yang mencegah keabsahan nikah, maka suami
tersebut harus men/asakh nikah tersebut karena dia tahu ada sesuatu yang
menyebabkan batalnya pernikahannya, dan wajib bagi suami tersebut
membayar mahar jika sudah dukhul/ dengan isterinya. Namun, jika belum
dukhul, maka membayar separuh dari mahar yang ditentukan. Maksud dari
fasakh disini adalah berpisah, yakni berpisahnya suami isteri. Perpisahan ini
bukanlah perpisahan karena talak sehingga tidak mengurangi jumlah talak si

suami, yakni tiga talak.*

59 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 197.
60 Syaikh Al-Kabir Muhammad Al-Marsofi, Hashiyah Al-Bujayramiy ‘Ala Sharhi Manhaj Al-Tullab,
Juz 3, (Beirut; Dar Al-Fikri, 2007), 337-338.



